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PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kegiatan Webminar Nasional Hukum
Pidana tentang “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM
RKUHP NASIONAL ”, yang diselenggarakan oleh Pusat Unggulan Kejahatan Ekonomi dan
Pencucian Uang Fakultas Hukum Universitas Pakuan, dapat berjalan lancar sesuai dengan
yang diharapkan.

Pelaksanaan kegiatan ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan kerjasama dari
berbagai pihak. Pada kesempatan ini Pusat Unggulan Kejahatan Ekonomi dan Pencucian
Uang Fakultas Hukum Universitas Pakuan mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada Yang Terhormat:

1. Ibu Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, yang
telah memberi dukungan dan menyetujui kegiatan ini.

2. Para Wakil Dekan dan Ketua Program Studi llmu Hukum serta Segenap Struktural
Fakultas Hukum,

3. Para Rekan Panitia,

4. Kepada seluruh Narasumber dan Moderator yang telah berkenan memberikan materi dan
memandu dalam Webminar ini.

5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala amal kebaikan dan senantiasa
memberikan perlindungan kepada kita semua, amin. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat
bermanfaat bagi kemajuan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, dan dapat
berkesinambungan.

Bogor, 1 September 2021

Ketua Panitia Pelaksana

Isep H. Insan, S.H., M.H.



A. Latar Belakang

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah
disusun selama lebih dari 50 tahun dan telah melibatkan ahli-ahli hukum pidana dalam
perjalanannya. Namun, sampai dengan tahun 2021, masih terdapat berbagai pro-kontra
terhadap RUU KUHP. Sejumlah isu dalam RUU KUHP menjadi pusat perhatian publik
sehingga pemerintah perlu turut serta dalam memperjelas isu-isu dimaksud

Penyusunan RUU KUHP diarahkan pada kebijakan rekodifikasi terbuka dan
terbatas, salah satunya bahwa Korporasi sebagai subyek hukum yang selama ini
pengaturan tentang Korporasi yang melanggar hukum ada tersebar di beberapa peraturan
diluar KUHP. Maka dengan adanya pengaturan tentang sanksi pidana bagi Korporasi
yang melanggar hukum dalam RKUHP diharapkan dapat memperkaya penegakan hukum
kearah yang lebih baik. Oleh karena itu dalam pembahasannya sangat diharapkan pada
tahun ini RKUHP bisa disahkan.

Globalisasi bukan hanya membuka peluang bagi dunia usaha untuk berperan
langsung dalam perkembangan perekonomian, tetapi berperan pula dalam mendorong
timbulnya berbagai kejahatan baru di bidang ekonomi yang tidak kalah berbahaya dengan
kejahatan konvensional. Karena dampak yang ditimbulkannya sangat besar dan
berpotensi dapat meruntuhkan sistem keuangan dan perekonomian dalam suatu negara
bahkan sistem perekonomian dunia.

Transaksi di bidang ekonomi merupakan faktor pendorong yang sangat besar
berdampak timbulnya beberapa kejahatan di lingkungan Korporasi seperti pelanggaran
hukum yang mengancam lingkungan hidup, pajak, transfer modal, penipuan asuransi,
pemalsuan invoice dan korupsi, pencucian uang, penyeludupan dan lain-lain. Adanya
penyimpangan perilaku “Badan Hukum” atau pengusaha yang mempunyai kegiatan
terhormat dalam masyarakat dengan berkedok “Legitimate Economic Activities”.
Meskipun pada dasarnya kejahatan ekonomi dapat saja dilakukan oleh perorangan, tetapi
pada umumnya dilakukan oleh Korporasi, khususnya para eksekutif atau pengurus
Korporasi yang memiliki kewenangan tinggi dalam posisi jabatannya meskipun tidak
untuk keuntungan pribadi tetapi untuk kepentingan organisasi yang dianggap sebagai
“White Collar Crime”. Oleh karena itu dengan terciptanya pengaturan dalam RKUHP
Nasional terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Korporasi
Penegak Hukum harus lebih berani dan dapat mengetahui bagaimana pencegahan dan
bagaimana sanksi pidana dapat diterapkan apabila Korporasi melakukan pelanggaran
hukum pidana. Bagi penegakan hukum di Indonesia informasi tentang
pertanggungjawaban pidana Korporasi sangat relevan dalam rangka menyongsong
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pemberlakuan RKUHP Nasional. Dalam webinar ini dari segi penegakan hukum
mengetengahkan kesiapan peran Penuntut Umum (Kejaksaan) dalam menyelesaiakan
perkara pelanggaran hukum yang dilakukan Korporasi. Selain itu juga peran Korporasi
sangat penting dalam perkembangan perekonomian, bagaimana seluk-beluk kegiatannya
melalui peranan pengurusnya, baik Korporasi berbadan hukum dan bukan berbadan
hukum dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana. Begitu pula dengan pengurus
berdasarkan yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
Perseorangan sepanjang melakukan perbuatan atas kebijakan Korporasi maka dapat
dimintakan pertanggung jawaban pidana. Namun, hanya Korporasi yang dapat dikenakan
sanksi (diatur dalam Pasal 50, 51 RKUHP). Pertanggung jawaban pidana pengurus
Korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur
organisasi Korporasi.

Dalam perkembangannya terhadap Korporasi dapat dikenakan pemidanaan atau
sanksi pidana dengan kebijakan penal (penal policy) yaitu kepada Korporasi sebagai
subyek hukum pidana dapat dilakukan penuntutan jika Korporasi melakukan pelanggaran
hukum. Dalam hal ini terkait kesiapan Kejaksaan dalam implementasinya.

Masih banyak substansi yang harus dibahas secara lebih kritis, maka Fakultas
Hukum Universitas Pakuan khususnya Pusat Unggulan Kejahatan Ekonomi dan
Pencucian Uang menginisiasi Webinar Nasional yang bertemakan PENERAPAN
SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM RKUHP NASIONAL.

. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Webinar ini bertujuan :

1. Sarana informasi dan sosialisasi penerapan sanksi pidana terhadap Korporasi yang
melakukan pelanggaran hukum;

2. Forum kajian secara komprehensif menyongsong pemberlakuan KUHP Nasional
sebagai upaya sosialisasi terhadap Korporasi guna pencegahan terhadap pelanggaran
hukum;

3. Wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi.

. Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Selasa / 31 Agustus 2021
Waktu :10:00 s/d 12:15 WIB
Tempat : Blended (luring di kampus dan daring di kediaman masing-masing).



. Sasaran Kegiatan
Diselenggarakan secara luar jaringan dan dalam jaringan
1. Luar Jaringan : Dilaksanakan Graha Pakuan Siliwangi sekitar 20 orang
2. Dalam Jaringan :Via Zoom dengan link :
https://usO6web.zoom.us/}/8149051912?pwd=Y2RY1dIK1F
HwEowbHF]YTIJmVmtYdz09 diikuti peserta 265 orang.

. Peserta

1. Akademisi

2. Praktisi Hukum
3. Mahasiswa
4

Pengusaha

. Narasumber Dan Topik
1. Prof. Eddy Omar Syarif Hiariej (Wakil Menteri Hukum dan HAM RI)
Topik : Urgensi Korporasi Dalam RKUHP.
2. Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H. (Dekan FH Unpak/Pakar TPPU)
Topik : Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi R.KUHP
3. Dr. Hendro Sasongko, AK, MM, CA. (Dekan FEB Unpak)
Topik : Ruang Lingkup Dinamika Korporasi Dalam Sistem Perekonomian Nasional.
4. R. Narendra Jatna, S.H., L.L.M. (Jaksa Pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia)
Topik : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam RKUHP Nasional.

. Simpulan Dari Narasumber Dan Hasil Diskusi

1. Prof. Eddy Omar Syarif Hiariej.
Ada beberapa negara dimana korporasi tidak dapat pertanggung jawaban pidana,
namun hanya dalam lapangan hukum perdata dan administrasi. Dalam RKUHP perlu
dicermati. Ada definisi korporasi dalam RKUHP. Ada definisi tindak pidana
korporasi. PS 46 RKHUP bersandar pada teori definisi dan agregasi. Ada parameter
dan kondisi untuk Kkorporasi dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap
korporasi. Jika di sahkan bisan mengisi kekoisongan hukum, perkembangan tindaak
pidana korporasi, mencoba untuk mengejar berbagai macam modus operandi lewar
korporasi. Jika korporasi dapat dikenakan pertanggung jawaban tidana, maka tidak
ada yang akan melakukan hubungan hukum dengan korporasi tersebut, jika demikian
maka akan berdampak pada pekerja (buruh) yang terdampak sehingga harus ada
keadilan distributif/ atau restoratif. Perlu suatu kajian tentang pertanggung jawaban
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korporasi baik pengurus ataupun korporasi dalam peradilan pidana yang berkaitan

dengan nebis in idem.

. Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H.

Kondisi saat pokok permasalahannnya sudah menetapkan korporasi sebagai subjek
hukum pidana sehingga bisa dimintai pertanggung jawaban pidana. Kuhp tidak
mengatur korporasi sebagai subjek hukum. Tetapi diatur diluar kuhp. Dalam ruu kuhp
pidana korporasi diatur dalam buku ii. Sehingga harus paham korporasi sebagai
subjek hukum pidana. Pengurus dan korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban
pidana. Korporasi disini baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dalam
mekanisme Kkorporasi dijadikan tersangka dalam pertanggung jawaban pidana pelu

suatu maanagemant aset korporasi.

. Dr. Hendro Sasongko, AK, MM, CA.

Dalam sistem perekonomian nasional mengaacu pada UUD 1945. Kegiatan ekonomi
dari oleh rakyat dengan diawasi oleh pemerintah dengan tujuan-tujuan ekonomi.
Badan usaha, ada yang bebadan hukum dan tidak berbadan hukum, berbadan hukum
dari segi kepemilikannya ada yang private corpotarion (swasta), public corporation
(BUMN dan BUMD), quasi pblic corporation (yayasan), BUMDES. Fokus pada PT
ada swasta dan BUMN. Dalam suatu PT ada organ utama perusahaan yaitu ada
RUPS, ada dewan komisaris, serta ada direksi. Dewan Komiusaris menurut UU PT
dapat bertanggung jawab dikarenaakan gagal dalam mengawasi atau manensehati.
Aapakah dewan komisaris ini juga daapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Para
pengurus korporasi seharusnya dapat meminimalisir terhadap semua kemungkinan-

kemungkitan terjadinya suatu tindak pidana.

. R. Narendra Jatna, S.H., L.L.M.

Tindak pidana korporasi terdapat dan tersebar di dalam UU tindak pidana diluar
KUHP. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Kesiapan kejakssaan dalam
menegakan tindak pidana korporasi. Dari beberapa definisi yang ada tentang
korporasi RUKUHP lebih luas daripada UU diluar KUHP yang telah ada. Sehingga
lebih mirip UU antimafia sebagaimana RICO. Ada beberapa yang beda untuk
pendekatan tentang korporasi terkait badan usaha. Sehingga menyulitkan penyidikan
dan penuntutan. RKUHP hanya merujuk pada satu jenis yaitu hanya merujuk pada
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badan usaha. Ada beberapa jenis, bisa sebagai subjek. Ada beberapa doktrin untuk
dimintakan pertanggung jawaban 1. Doktrin vicarius liability, 2. Doktrin
identification theory, 3. Doktrin aggregation theory. Tindak pidana korporasi
dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional,
pemberi poerintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat korporasi. Dari berbagai
definisi korporeasi maka untuk kepastian hukum berlaku asas de autonomie van het
materielle strafrecht. Maka yang digunakan adalah definisi yang ada dalam ketentuan
hukum pidana. Secara system yang ada dalam KUHP juga berlaku terhadap korporasi
sebagaimana asas lex specialis systematis. Perma No 13 Tahun 2013 tentang
Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi. Jangan sampai para pelaku kejahatan itu
bisa berlinbdung pada korporasinya. Penyidik atau penuntut umum harus bisa mimilih

danb memilah korporasi ini dapat dijadikan subjek hukum pemeriksaan.

H. Rekomendasi
Rekomendasi setelah dilaksanakannya Webinar ini nanti yaitu perlu dilakukan sosialisasi
terhadap stake holder penegak hukum tidak hanya pada Jaksa Penuntut Umum saja tetapi
juga Polisi sebahgai penyidik , Hakim dan Pengacara juga Pengusaha (pihak korporasi ) .

Untuk memperkaya materi yg telah disampaikan dalam diskusi dibuat Book Chapter.

I. Luaran Hasil Webinar
Luaran hasil dari webinar ini dibuat dan diberikan sertifikas bagi Peserta, Narasumber dan
Panitia., MoU dan Book Chapter.



J. Penutup
Demikianlah Laporan ini dibuat dan disampaikan dengan sebenar-benarnya untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya..

Bogor, 8 September 2021

Ketua Pusat Unggulan Kejahatan
Ekonomi dan TPPU Ketua Panitia,
Fakultas Hukum Universitas Pakuan,

Yennie K Milono, S.H., M.H. Isep H Insan S.H., M.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pakuan,

Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H.
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Surat Permohonan Narasumber

YAYASAN FPAKUANSILIWANGI

UNIVERSITAS PAKUAN
FAKULTAS HUKUM @ \&

(TERAKREDITASI A)
{aten Prkwen PO BOX 453 Tet. (V351) 373888 Pus. (8331) K310179 Begur
Nomor 1S6/DVFH-UP/VIIL2021 Bogor, 25 Agustus 2021
Lampiran TOR Webinar
Penhal Kesedinan menjadi Narasumber

Kepada Yih R. Narendra Jamna, SH, L LM
Jaksa Pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Di-
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya Webinar Nasional “Penerapan Sanksi
Pidana Terhadap Korporasi Dalam RKUHP Nasional™, yang disclenggarakan
oleh Pusat Unggulan Kejahatan Ekonomi dan Pencucian Uang Fakultas Hukum
Universitas Pakuan

Maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak sebagai narasumber pada
Webinar tersebut dengan tema “Kesiapan Kejaksaan Menyongsong Penerapan
Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korporasi Dalam RKUHP™

Webinar akan dilaksanakan pada -

Harv/Tanggal : Sclasa, 31 Agustus 2021

Jam < 10.00-12.00

Tempat Blended (luning di kampus dan daring di
kediaman masing-masing)

Mecting ID : 149051 5912

Passcode : FHUNPAK

Dengan udak mengurangs rsa hormat mohon perkenan Bapak  dapat
mengirimkan materr  dan  biodata  kepada panitin  melalui  email
umakfhunpak Gvahoo com.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas pethatian dan perkenaannya
dincapkan terima kasih

|

i Gamasth, SH, MH



4. Surat Permohonan Keynote Speak

YAYASAN PAKUANSILIWANGI
UNIVERSITAS PAKUAN
FAKULTAS HUKUM \&

(TERAKREDITASI A)

Jalan Fakuss PO, BOX 452 Telp, (0251) 373588 Fux. (0251) 8310179 Bogor
Website : www.fhukum-unpak.com Emall : fukum_unpak80i@yahoo.co.ld

Nomor 154 /D/FH-UP/VII2021
Lampiran ~ : TOR Webinar
Perihal . Kesediaan menjadi Keynote Speaker

Kepada Yth. : Prof. Dr, Eddy Omar Syanif Hiariej, S.H., M Hum.
Wakil Menteri Hukum dan HAM RI
Di-
Tempat

Dengan hormat,

Schubungan akan dilaksanakannya Webinar Nasional “Penerapan Sanksi
Pidana Terhadap Korporasi Dalam RKUHP Nasional", yang disclenggarakan
oleh Pusat Unggulan Kejahatan Ekonomi dan Pencucian Uang Fakultas Hukum
Universitas Pakuan.

Maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak bersedia sebagai Keynote
Speaker dengan tema yang tertuang dalam TOR Webinar dimaksud, dan

akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021

Jam . 10.00-10,15

Tempat . Blended (luring di kampus dan daring di
kediaman masing-masing)

Meeting ID : 814 9051 5912

Passcode : FHUNPAK

Dengan tidak mengurangi rasa hormat mohon perkenan Bapak dapat
mengirimkan  materi  dan  biodata kepada panitin  melalui  email

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenaannya
diucapkan terima kasih.




7. TOR
TERM OF REFERENCE (TOR)
A. Latar Belakang

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah
disusun selama lebih dari 50 tahun dan telah melibatkan ahli-ahli hukum pidana dalam
perjalanannya. Namun, sampai dengan tahun 2021, masih terdapat berbagai pro-kontra
terhadap RUU KUHP. Sejumlah isu dalam RUU KUHP menjadi pusat perhatian publik
sehingga pemerintah perlu turut serta dalam memperjelas isu-isu dimaksud

Penyusunan RUU KUHP diarahkan pada kebijakan rekodifikasi terbuka dan
terbatas, salah satunya bahwa Korporasi sebagai subyek hukum yang selama ini
pengaturan tentang Korporasi yang melanggar hukum ada tersebar di beberapa peraturan
diluar KUHP. Maka dengan adanya pengaturan tentang sanksi pidana bagi Korporasi
yang melanggar hukum dalam RKUHP diharapkan dapat memperkaya penegakan hukum
kearah yang lebih baik. Oleh karena itu dalam pembahasannya sangat diharapkan pada
tahun ini RKUHP bisa disahkan.

Globalisasi bukan hanya membuka peluang bagi dunia usaha untuk berperan
langsung dalam perkembangan perekonomian, tetapi berperan pula dalam mendorong
timbulnya berbagai kejahatan baru di bidang ekonomi yang tidak kalah berbahaya dengan
kejahatan konvensional. Karena dampak yang ditimbulkannya sangat besar dan
berpotensi dapat meruntuhkan sistem keuangan dan perekonomian dalam suatu negara
bahkan sistem perekonomian dunia.

Transaksi di bidang ekonomi merupakan faktor pendorong yang sangat besar
berdampak timbulnya beberapa kejahatan di lingkungan Korporasi seperti pelanggaran
hukum yang mengancam lingkungan hidup, pajak, transfer modal, penipuan asuransi,
pemalsuan invoice dan korupsi, pencucian uang, penyeludupan dan lain-lain. Adanya

penyimpangan perilaku “Badan Hukum” atau pengusaha yang mempunyai kegiatan



terhormat dalam masyarakat dengan berkedok “Legitimate Economic Activities”.
Meskipun pada dasarnya kejahatan ekonomi dapat saja dilakukan oleh perorangan, tetapi
pada umumnya dilakukan oleh Korporasi, khususnya para eksekutif atau pengurus
Korporasi yang memiliki kewenangan tinggi dalam posisi jabatannya meskipun tidak
untuk keuntungan pribadi tetapi untuk kepentingan organisasi yang dianggap sebagai
“White Collar Crime”. Oleh karena itu dengan terciptanya pengaturan dalam RKUHP
Nasional terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Korporasi
Penegak Hukum harus lebih berani dan dapat mengetahui bagaimana pencegahan dan
bagaimana sanksi pidana dapat diterapkan apabila Korporasi melakukan pelanggaran
hukum pidana. Bagi penegakan hukum di Indonesia informasi tentang
pertanggungjawaban pidana Korporasi sangat relevan dalam rangka menyongsong
pemberlakuan RKUHP Nasional. Dalam webinar ini dari segi penegakan hukum
mengetengahkan kesiapan peran Penuntut Umum (Kejaksaan) dalam menyelesaiakan
perkara pelanggaran hukum yang dilakukan Korporasi. Selain itu juga peran Korporasi
sangat penting dalam perkembangan perekonomian, bagaimana seluk-beluk kegiatannya
melalui peranan pengurusnya, baik Korporasi berbadan hukum dan bukan berbadan
hukum dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana. Begitu pula dengan pengurus
berdasarkan yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
Perseorangan sepanjang melakukan perbuatan atas kebijakan Korporasi maka dapat
dimintakan pertanggung jawaban pidana. Namun, hanya Korporasi yang dapat dikenakan
sanksi (diatur dalam Pasal 50, 51 RKUHP). Pertanggung jawaban pidana pengurus
Korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur
organisasi Korporasi.

Dalam perkembangannya terhadap Korporasi dapat dikenakan pemidanaan atau

sanksi pidana dengan kebijakan penal (penal policy) yaitu kepada Korporasi sebagai



subyek hukum pidana dapat dilakukan penuntutan jika Korporasi melakukan pelanggaran
hukum. Dalam hal ini terkait kesiapan Kejaksaan dalam implementasinya.

Masih banyak substansi yang harus dibahas secara lebih kritis, maka Fakultas Hukum
Universitas Pakuan khususnya Pusat Unggulan Kejahatan Ekonomi dan Pencucian Uang
menginisiasi Webinar Nasional yang bertemakan PENERAPAN SANKSI PIDANA

TERHADAP KORPORASI DALAM RKUHP NASIONAL.

B. Nama dan Tema Kegiatan

Kegiatan ini bernama Webinar Nasional Hukum Pidana Online tentang Penerapan Sanksi
Pidana Terhadap Korporasi Dalam RKUHP Nasional

C. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Webinar ini bertujuan :

4. Sarana informasi dan sosialisasi penerapan sanksi pidana terhadap Korporasi yang melakukan
pelanggaran hukum;

5. Forum kajian secara komprehensif menyongsong pemberlakuan KUHP Nasional sebagai
upaya sosialisasi terhadap Korporasi guna pencegahan terhadap pelanggaran hukum;

6. Wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi.

D. Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal . Selasa/ 31 Agustus 2021
Waktu Tempat : 10:00 s/d 12:15 WIB
Blended (luring di kampus dan daring di kediaman masing-masing)

E. Peserta
Peserta kegiatan ini sekitar 500 orang yang terdiri atas :
1. Akademisi;
2. Mahasiswa;
3. Praktisi;
4. Pengusaha.

F. Keynote Speaker

Prof. Dr. Eddy Omar Syarif Hiariej, S.H., M.Hum. (Wakil Menteri Hukum dan HAM RI)
“Urgensi Korporasi Dalam RKUHP”

G. Narasumber dan Topik

1. Dr. Yenti Garnasih, S.H, M.H. (Dekan FH Unpak/Pakar
TPPU) “Korporasi Dalam RKUHP”



2. Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM, CA. (Dekan FEB Unpak)
“Ruang Lingkup Dinamika Korporasi Dalam Sistem Perekonomian Nasional”

3. R. Narendra Jatna, S.H., LIm (Jaksa Pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia)
“Kesiapan Kejaksaan Menyongsong Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Korporasi Dalam RKUHP”.

H. Moderator

Sapto Handoyo DP, S.H.,
M.H. (Dosen Hukum

Kepidanaan)

I. Susunan Acara

Waktu

Nama Kegiatan

Keterangan

09:00-09:30

Regestrasi Peserta

Panitia

09:30-10:00

10:00-10:30

PEMBUKAAN

1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

2. Do’a

3. Sambutan Ketua Pelaksana
Sambutan Rektor dan membuka
Webinar

Keynote Speaker

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI

“Urgensi Korporasi Dalam RKUHP”

MC

1. Peserta

2. Sobar Sukmana, S.H., M.H.
3. Isep H. Insan, S.H.., M’H.

4. Prof. Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd.

Prof. Dr. Eddy Omar Syarif Hiariej,
S.H., M.Hum

10:30-12:00

PENYAMPAIAN MATERI DAN
DISKUSI
1. Dr. Yenti Garnasih, S,H., M.H.

(Dekan FH Unpak/Pakar TPPU)
“Korporasi Dalam RKUHP”

2. Dr. Hendro Sasongko, AK, MM,
CA.
(Dekan FEB Unpak)
“Ruang Lingkup Dinamika
Korporasi Dalam Sistem
Perekonomian Nasional”

3. R. Narendra Jatna, S.H., LIm.
(Jaksa Pada Kejaksaan Agung
Republik Indonesia)

“Kesiapan Kejaksaan
Menyongsong Penerapan Sanksi
Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Korporasi Dalam RKUHP”

DISKUSI TANYA JAWAB

Moderator
Sapto Handoyo DP, S.H., M.H.

12:00-12:15

Pemberian Cindramata dan Plakat
Penutup

Panitia




8. Dokumentasi
DAFTAR HADIR WEBINAR PUSAT UNGGULAN KEJAHATAN EKONOMI
DAN PENCUCIAN UANG FAKULTAS HUKUM UNIVERITAS PAKUAN
SELASA 31 AGUSTUS 2021
No | Nama Profesi instansi waktu
1 Universitas Sahid | 8/31/2021
" | Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn. | Akademisi Jakarta 12:15:26
2 FRANSISKUS XAVERIUS Universitas 8/31/2021
" | BAGUS CH Mahasiswa Pakuan 12:15:57
3 Universitas 8/31/2021
" | Nahdiya Sabrina Akademisi Merdeka Malang | 12:15:58
4 Universitas 8/31/2021
" | Ellyna Hapni Lubis Mahasiswa Pakuan 12:15:59
5 RAKA DEVARA FAKULTAS 8/31/2021
" | PUTRAWICAKSANA Mahasiswa HUKUM UPNVJ | 12:16:02
8/31/2021
6. Muhammad Khoirul Imam Mahasiswa FH Unpak 12:16:02
7 IAIN 8/31/2021
" | Izzatul Mukarromah Mahasiswa PEKALONGAN | 12:16:05
8/31/2021
8. Muh. Alif Igra Mahasiswa FH Unhas 12:16:11
8/31/2021
o DIDIK KURNIAWAN Mahasiswa FHUNILA 12:16:19
10, UNIVERSITAS | 8/31/2021
SHERLY JENIFER ANGELIN Mahasiswa PAKUAN 12:16:26
11 _ _ _ Unpak 8/31/2021
Hario Rama Hidayat Putra Mahasiswa 12:16:26
12, Rudi Pradisetia Sudirdja, S.H., Kejaksaan 8/31/2021
M.H. Lembaga 12:16:27
13, . Univers.itas esa 8/31/2021
DESI WIDIANA Mahasiswa unggul jakarta 12:16:27
14. Fak_ultas_ Hukum
Universitas 8/31/2021
IRFAN ALFIEANSYAH D. Mahasiswa Pasundan 12:16:30
15 Universitas
pakuan 8/31/2021
Edwar wijaya Mahasiswa mahasiswa 12:16:34
16. AGUS SUCIPTOROSO, Kejaksaan 8/31/2021
SH.,MH. Lembaga 12:16:36
17 Inspektorat
Kabupaten 8/31/2021
Herry Dharmawan Lembaga Pesawaran 12:16:46
18, Direktorat o
Reserse Kriminal
MANGIMPAL SILABAN, Khusus Polda 8/31/2021
S.H.,MH Praktisi Metro Jaya 12:16:57
19, _ . Universitas 8/31/2021
Yosefanny reina augusta haulussy | Mahasiswa pakuan bogor 12:16:57
20 Kejaksaan Tinggi | 8/31/2021
" | MURWIYANTO, SH., MH. Lembaga DIY 12:16:58




8/31/2021

2L M. Noor Fajar Al Arif F Akademisi FH Untirta 12:17:00
29, _ _ _ _ Universitas 8/31/2021
Silvana Dwi Susanti Mahasiswa Tadulako 12:17:00
23, Universitas
Bhayangkara 8/31/2021
CHIKA DAI IMELIA Mahasiswa Jakarta Raya 12:17:03
8/31/2021
24, Kukuh Dwi Kurniawan Akademisi UMM 12:17:10
o5 UNIVERSITAS | 8/31/2021
DWI ALFIANTO, S.H., M.H. Akademisi TRISAKTI 12:17:16
26. _ _ Fakultas_ Hukum
Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, Universitas Bung | 8/31/2021
S.H., M.H. Akademisi Hatta 12:17:17
27, Universitas
Dr.H.Nanang Suryakancana 8/31/2021
Rustandi,S.Ag.,M.H. Akademisi Cianjur 12:17:31
08 Sembilan Bintang
' & Partners Law 8/31/2021
Nia Juniawati Praktisi Firm 12:17:33
29, Yudi Hermawan, S. H., M. H., M. Kejati Jatim 8/31/2021
H. Praktisi 12:17:36
30. Universitas Al 8/31/2021
Sedek Bahta Mahasiswa Azhar Indonesia | 12:17:36
31 IAIN 8/31/2021
Fannisa Ariffiyansyah Putri Mahasiswa PEKALONGAN | 12:17:43
32. Universitas 8/31/2021
Rindang Dwi Astuty Mahasiswa Pakuan 12:17:45
33, UNIVERSITAS
MPU
PAULUS RAPIANTO TANTULAR 8/31/2021
SITUNGKIR Mahasiswa JAKARTA 12:17:45
34 Kejaksaan Negeri | 8/31/2021
" | Ridwan Gaos Natasukmana Praktisi Batang 12:17:46
35. Universitas
Jenderal 8/31/2021
DWIKI OKTOBRIAN, S.H., M.H. | Akademisi Soedirman 12:17:53
36. Universitas 8/31/2021
Lisa Wulandari Mahasiswa Pakuan 12:17:54
37, Badan advokasi 8/31/2021
OKI PRASETIAWAN, SM. Lembaga indonesia 12:18:07
8/31/2021
38. Muhammad igbal Mahasiswa UPNVJ 12:18:08
8/31/2021
39. Andrea H Poeloengan Praktisi P4M 12:18:11
40, Universitas 8/31/2021
FARIZ RAKA NUR'AZMI Mahasiswa Pasundan 12:18:13
a1 Fakultas Hukum, | 8/31/2021
Mega Adiwisari Yusuf Mahasiswa Univ. Pakuan 12:18:15




12 Universitas 8/31/2021
Firman Nurhakim Mahasiswa Pasundan 12:18:16
MARITA SETYANINGSIH, S.H., 8/31/2021

B MH, Praktisi NNS & Partners | 151,95

44, FAKULTAS

HUKUM 8/31/2021
TIFANI ADRA ZULFIA Mahasiswa UNPAK 12:18:27
45, Univ Nahdlatul
Ulama Sumatera | 8/31/2021
RIFKA ZUWANDA, S.H., M.H. Akademisi Barat 12:18:27

16. Universitas 8/31/2021
Brefly Wesly Siagian Mahasiswa Pakuan 12:18:31

47, IAIN SAS 8/31/2021
RESKI ANWAR, S.H., M.H. Praktisi BABEL 12:18:39

48, UNIVERSITAS

BUANA
PERJUANGAN 8/31/2021
DALIH PURWANA Mahasiswa KARAWANG 12:18:39
8/31/2021
49 | RULY MASIDAH, S H. Praktisi LBH MIDepok | 157439
8/31/2021

50. Ratih Mardhikawati, SH., MH Lembaga KKP 12:18:41

51, Universitas 8/31/2021
Nora Liana Mahasiswa Malikussaleh 12:18:41

50 Kejaksaan Negeri

' Kepulauan 8/31/2021
Zikri Yohanda Khairi, S.H. Praktisi Meranti 12:18:43
53, Fakultas Hukum
Universitas 8/31/2021
Chessa Ario Jani Purnomo Akademisi Pamulang 12:18:45

54, FAKULTAS
ANISA FEBRIANTI HUKUM 8/31/2021
SUDJATMIKO Mahasiswa UNPAK 12:18:48

55, Fakultas_ Hukum

Universitas 8/31/2021
PATRISIA MAUDILIA ASTRI Mahasiswa Pakuan 12:18:48
. 8/31/2021

56. Handoko Alfiantoro Praktisi Kejaksaan Rl 12:18:51

57, Universitas 8/31/2021
Eklesias Fressdiarin Mahasiswa Pakuan Bogor 12:18:55

. 8/31/2021

58 | Abdul Rasyid, S. H. Praktisi Kejati Jatim 12:19:06

59 BPSK Kabupaten | 8/31/2021

" | Amiruddin Rahman Lembaga Sukabumi 12:19:08

60. Kementerian 8/31/2021
Anita Wahyu Rakasiwi, S.H. Lembaga Sosial 12:19:09

61. Fakultas Hukum
Dr (Cand) Riska Andi Fitriono, Universitas 8/31/2021
S.H.,M.H. Akademisi Sebelas Maret 12:19:14




Fakultas Hukum

62. Andreas Bobola Prasetya Universitas 8/31/2021
Jatikusuma Mahasiswa Pakuan Bogor 12:19:16
63. Kejaksaan Negeri | 8/31/2021
Freddy Dwi Prasetyo Wahyu, SH. | Praktisi Kota Mojokerto 12:19:20
64. Universitas 8/31/2021
Albina Laurensia Manalu Mahasiswa Tadulako 12:19:20
8/31/2021
0°. Syamsul Fatoni Akademisi UtM 12:19:26
: 8/31/2021
66. Haris falah Mahasiswa IAIN cirebon 12:19:28
67, _ _ Universitas 8/31/2021
Anwar Sulaiman Mahasiswa Pakuan 12:19:35
T 8/31/2021
%8 | ERIYANTO Praktisi KN.Sijunjung | 15.19:36
69 Kejaksaan Tinggi | 8/31/2021
" | Dr. Robertson, S.H., M.H. Lembaga Sumatera Utara 12:19:41
70, o N Universitas 17 8/31/2021
Budiarsih,S.H., M.Hum., PhD Akademisi Agustus 1945 12:19:43
71 Pascasarjana
Universitas 8/31/2021
SYIFA FAUZIAH, S.H. Mahasiswa Pakuan 12:19:48
8/31/2021
"2 | zulfan S. Bahri, S.H. Praktisi Advokat KA 12:19:51
. 8/31/2021
73| Eriska Afni, SH., MH Lembaga Kejaksaan 12:19:51
74, _ Universitas 8/31/2021
RIMA LESTARI Mahasiswa Pakuan 12:19:55
75, _ _ . Universitas 8/31/2021
Ni Komang Ary Della Puspita Mahasiswa Tadulako 12:19:55
76. Univ Al Azhar 8/31/2021
Sjin Phen Mahasiswa Indonesia 12:19:56
77, _ Univg_rsitas 8/31/2021
AHDA DAFFA' ALIAN TARIF Mahasiswa Brawijaya 12:19:58
78, Gialdah Tapiansari Batubara SH FH Unpas 8/31/2021
MH Akademisi 12:20:00
79 Universitas
' Pembangunan
Nasional 'Veteran' | 8/31/2021
Victoria Vanessa Mahasiswa Jakarta 12:20:00
80, _ o _ Universitas 8/31/2021
Cantika Ramadhani Bintang Mahasiswa pakuan 12:20:00
8/31/2021
8L Eka Supriawati, S.H., M.Kn Lembaga KKP 12:20:02
82 GEDE PUTERA PERBAWA, Kejaksaan Tinggi | 8/31/2021
" | S.H., M.H. Lembaga Bali 12:20:05
83. Universitas 8/31/2021
ALDEGONDA DHAE UE Mahasiswa Pakuan 12:20:09




8/31/2021

84. Johny A. Tamaela, S.H. Praktisi PTP Advocates 12:20:09
85 Paundra Suryalistya Dewabrata PT INKA Multi 8/31/2021
" |S.H, MH Praktisi Solusi 12:20:10
8/31/2021
86. Nadya Dewantari Mahasiswa FHUNS 12:20:12
87, Universitas 8/31/2021
Dr. Suhartati, S.H., M.Hum. Akademisi Surabaya 12:20:14
88. PT BANK
MANDIRI 8/31/2021
RATIH PUSPA DEWI Lembaga (PERSERO) TBK | 12:20:19
89 Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., Universitas 8/31/2021
" | M.H. Akademisi Gresik 12:20:20
90. ERREUN SHERLYANTI Universitas 8/31/2021
RACHMAWAN Mahasiswa Pakuan 12:20:22
8/31/2021
oL Maya Shafira, S.H., M.H Akademisi UNILA 12:20:22
92, PT Nutech 8/31/2021
Arief Firman Hidayat Praktisi Integrasi 12:20:23
93. Universitas 8/31/2021
Denisa Juliani Mahasiswa Pasundan 12:20:27
94. Universitas 8/31/2021
Saadatul Fadilah Mahasiswa Lampung 12:20:29
95, FH Universitas 8/31/2021
Agus Satory, S.H., M.H. Akademisi Pakuan 12:20:30
96. FH
Univ.Mulawarma | 8/31/2021
RINI APRIYANI, S.H., M.H. Akademisi n 12:20:30
97, Universitas Islam | 8/31/2021
Muhammad Rizaldi Hendriawan | Mahasiswa Malang 12:20:30
98. Universitas 8/31/2021
Christina febriani silalahi Mahasiswa pakuan 12:20:30
99, Univ ichsan 8/31/2021
Dr.Rafika Nur.SH.MH Akademisi gorontalo 12:20:30
100 Arief Indra Kusuma Adhi, SH, Kejaksaan Negeri | 8/31/2021
" | MHum Praktisi Lebong 12:20:33
101, INSPEKTORAT
KABUPATEN 8/31/2021
JAMALLUDIN,S.E.,M.Si Lembaga BARITO UTARA | 12:20:37
102 Fakultas Hukum
' Universitas
Natangsa Surbakti, Dr. Muhammadiyah 8/31/2021
SH.,M.Hum. Akademisi Surakarta 12:20:38
103, INSPEKTORAT
KABUPATEN 8/31/2021
SITI PATIMAH, SH Lembaga BARITO UTARA | 12:20:45
8/31/2021
104. GRACE ANGELINE S.H., M.H. | Praktisi LMPP 12:20:45




8/31/2021

105 | br. DWI ANDAYANI BS SH.MH | Akademisi | FH UNPAK 12:20:48
106. o N FEB Universitas | 8/31/2021
May Mulyaningsih, SE., M.Ak Akademisi Pakuan 12:20:54
107, Falfultas_ Hukum
WILLMAN SUPONDHO Universitas 8/31/2021
AKBAR, SH., MH. Akademisi Pasundan 12:21:04
108. N _ _ N FEB Universitas | 8/31/2021
Siti Maimunah, S.E., M.Si Akademisi Pakuan 12:21:05
8/31/2021
109. Saharuddin Daming Akademisi UIKA Bogor 12:21:06
110. _ _ Universitas 8/31/2021
Muhammad Rafa Dzulfigar Mahasiswa Pakuan 12:21:12
111, N SMKN 1 8/31/2021
IDI PAYUNG,SST Akademisi SIMPANG KIRI 12:21:12
112. Universitas 8/31/2021
Dr. Ferdricka. Nggeboe, S.H.,M.H | Akademisi Batanghari Jambi | 12:21:19
113, _ II_mu hukum 8/31/2021
HALIMIN SINAGA Mahasiswa pidana 12:21:22
: 8/31/2021
114. Yogi Yasa Wedha Praktisi SWA Law Office 12:21:23
: 8/31/2021
115 | ABDUL SHOMAD.SH Mahasiswa | Uiss kendal 12:21:24
116. Kejaksaan Negeri | 8/31/2021
HARTAM EDIYANTO Praktisi Bulukumba 12:21:30
8/31/2021
117. Sepriadi Mahasiswa limu hukum 12:21:32
118, N Kejagung 8/31/2021
ERMAIDA, SH., M.H., Praktisi 12:21:35
119, Kejaksaan Tinggi | 8/31/2021
Heri Yulianto, SH.,MH Praktisi Maluku 12:21:37
120. _ o . Universitas 8/31/2021
Tiara Cahya Savitri Mahasiswa Pasundan 12:21:39
121. . i Kejaksaan 8/31/2021
Ria Ekawardani, SH.,MH Lembaga 12:21:41
122, FAKULTAS
HUKUM
LINDRYANI SJOFJAN, S.H., UNIVERSITAS 8/31/2021
M.H. Akademisi PAKUAN 12:21:47
8/31/2021
123. Irfan Gunadi Lembaga BPKRI 12:21:48
124, _ N LBH ANSOR 8/31/2021
Al Walid Muhammad Praktisi MALUKU 12:21:48
. 8/31/2021
125 | Friska Afni, SH., MH Praktisi Kejaksaan RI 12:21:50
126. Kejaksaan Negeri | 8/31/2021
FAUZI NUR RAKIB, S.H. Praktisi Sukoharjo 12:21:53
197, Stasiun PSDKP 8/31/2021
Imam Budiyono Lembaga Pontianak 12:21:54




Fakultas Hukum

128. Universitas 8/31/2021
Dr. Surastini Fitriasih. SH., MH. | Akademisi Indonesia 12:21:55
8/31/2021
129. ALIFFIANSYAH Mahasiswa BOGOR , CIAWI 12:22:01
130 Fakultas Hukum
' Universitas
IFAHDA PRATAMA HAPSARI Muhammadiyah | 8/31/2021
S.H.M.H Akademisi Gresik 12:22:03
131, Kejaksaan Negeri | 8/31/2021
Zit Muttagin, SH, MH. Lembaga Prabumulih 12:22:04
132, UNIVERSITAS
POTENSI 8/31/2021
NUR FADILLAH Mahasiswa UTAMA 12:22:06
8/31/2021
133. Danang Adi Purwanto Lembaga BPK-RI 12:22:06
(BPSK)
134. Kabupaten
Indramayu
YULIUS BENI BERNADUS Provinsi Jawa 8/31/2021
SIMON, SE Lembaga Barat 12:22:07
135, _ _ . Universitas 8/31/2021
Amalia Rosadi Mahasiswa Pakuan 12:22:10
136. _ _ _ Univer§itas 8/31/2021
Andris Sulle Panglion, S.H., M.H. | Mahasiswa Pancasila Jakarta | 12:22:12
137, Raden Timur Ibnu Rudianto, SH, Kejaksaan RI 8/31/2021
MH. Lembaga 12:22:17
8/31/2021
138. R.Adang Herry Pratidy,SH.CPM | Lembaga BPSK CIANJUR 12:22:17
8/31/2021
139 Marwandy, S. Psi., S. H., M. H Praktisi Advokat 12:22:18
140. _ Universitas 8/31/2021
FAHMI ALDI CHANIAGO Mahasiswa bunghatta 12:22:20
141, Fakultas_ Hukum
Universitas 8/31/2021
Dr. Abd. Asis, SH., MH Akademisi Hasanuddin 12:22:25
142, Stasiun PSDKP 8/31/2021
CUK NUH RIA Praktisi Pontianak 12:22:26
143, o N FH Universitas 8/31/2021
Ani Triwati Akademisi Semarang 12:22:29
144, Universitas Bung | 8/31/2021
Dini Monika Mahasiswa Hatta 12:22:29
145, _ _ _ _ Universitas 8/31/2021
Naindy Syavitra Santi S.H Mahasiswa Sebelas Maret 12:22:30
146. o . o Unpak 8/31/2021
Dra. Hj Sri Hartini., MM Akademisi 12:22:30
147, Universitas Halu | 8/31/2021
Dr. Sabrina Hidayat, SH., MH. Akademisi Oleo 12:22:31




8/31/2021

148. | Maria Ulfah, S.H., M.Hum. Akademisi | 1 UNPAR 12:22:40
. 8/31/2021
149. Melvina Harahap Lembaga Bank Mandiri 12:22:52
150, Kejaksaan Negeri | 8/31/2021
ELGA NUR FAZRIN Praktisi Kab Sukabumi 12:22:52
151. Universitas 8/31/2021
Arif Rohman, SHI., LL.M. Akademisi Borneo Tarakan 12:22:54
152, Kejaksaan Tinggi | 8/31/2021
FUJI DWI JONA.SH,.MH Lembaga Riau 12:22:59
153, _ Sekolah Vokasi 8/31/2021
Dherby Akbar Ramadhan Mahasiswa IPB 12:23:00
154. FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS 8/31/2021
Hari Nur Arif, SH., MH. Akademisi PAKUAN 12:23:01
155, N ABBA LAW 8/31/2021
HERI KUSWANTO, S.H Praktisi FIRM 12:23:05
8/31/2021
1561 juli Edison, S.H. Praktisi Advokat PERADI | 15,5309
8/31/2021
157. Ardelia Arista Widya Mahasiswa Fh unpak 12:23:35
158, Pusat PUU Setjen | 8/31/2021
Riyani Shelawati Lembaga DPRRI 12:23:47
159. FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS 8/31/2021
HASAN BASRI, S.H., M.H. Akademisi PAKUAN 12:23:51
160. _ _ Sinta M
Sinta Maharani Indrayana, Indrayana (SMI) | 8/31/2021
SH.,MH Praktisi Law Office 12:24:06
: 8/31/2021
161. Anita anggreyani Mahasiswa Unisula 12:24:34
162. | TIKASUHERTIKA, SKom., SH., N KEJAKSAAN 8/31/2021
MH Praktisi AGUNG RI 12:24:44
163. PT Bayan 8/31/2021
ROBERTUS RISMANTO Praktisi Resources Thk 12:24:47
164 Patardo Satya Manurung SH., Kejaksaan Agung | 8/31/2021
" | LLM. Praktisi RI 12:24:59
165. - DPD HAPI 8/31/2021
M.Eka Hary Sarosa, SH Praktisi PAPUA 12:25:00
: : 8/31/2021
166. Rizqi Asfhahani,SH Mahasiswa Univ Islam Riau 12:25:32
167, UNIVERSITAS
SEBELAS 8/31/2021
BENITA KATRI CINANTYA Mahasiswa MARET 12:25:34
168. Kementerian
Kelautan dan 8/31/2021
NUR ILHAM Lembaga Perikanan 12:25:40




169, _ _ _ Universitas 8/31/2021
Luthfiah Kamilah Mahasiswa Pakuan 12:25:56
170. _ _ N Universitas 8/31/2021
Hagqi Fadillah Akademisi Pakuan 12:26:19
171. - kejaksaan 8/31/2021
SRI RAHMIATY Praktisi 12:26:24
172. Kejaksaan Tinggi | 8/31/2021
Fauzi Praktisi Maluku 12:26:33
173. Fakultas_ Hukum
Universitas 8/31/2021
Roby Satya Nugraha, S.H., M.H. | Akademisi Pakuan 12:26:48
174. _ _ Universitas 8/31/2021
Yorina Lambaran Mahasiswa Pakuan Bogor 12:26:50
175, o _ Universitas 8/31/2021
Muhamad Fikri Mahasiswa Pakuan 12:27:07
176. . N Universitas Ibn 8/31/2021
Latifah Ratnawaty, S.H., M.H Akademisi Khaldun 12:27:11
8/31/2021
177. adi setyo wahyu wijanarko Lembaga DKP Prov. Jateng 12:27:19
. 8/31/2021
178 | SUGIYARTO, SH. Lembaga PP Sunan kalijogo | 15.57.9¢
179, RIZKA FIRDAUSY _ Universitas 8/31/2021
RAMADHANI Mahasiswa Pakuan 12:27:45
180. Dinas Pertanian
Kabupaten 8/31/2021
ANWAR MARPAUNG, S.P. Lembaga Asahan 12:27:46
181 Universitas 8/31/2021
Dr.Diding Rahmat,.SH.MH Akademisi Kuningan 12:28:03
182 : 8/31/2021
Fredy Siswanto Asra S.H. Lembaga PSDKP Pontianak 12:28:06
183 FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS | 8/31/2021
UNING PRATIMARATRI Akademisi BUNG HATTA 12:28:32
184 Universitas Bung | 8/31/2021
Virayuni Amanda Sikumbang Mahasiswa Hatta 12:28:46
185 Universitas
Muhammadiyah | 8/31/2021
Dr. A. Rahim, S.H., M.H. Akademisi Makassar 12:28:48
186 | Dr. Parningotan Malau, S.T., Universitas Riau | 8/31/2021
S.H.,, M.H. Akademisi Kepulauan 12:28:55
187 fakultas hukum
universits pakuan | 8/31/2021
Ifadhah Deria Santi Mahasiswa bogor 12:29:03
188 Fakultas Hukum
Universitas 8/31/2021
Dany Try Hutama Hutabarat Akademisi Asahan 12:29:04
189 Universitas 8/31/2021
TONASI Mahasiswa Pakuan 12:29:12




190 Universitas 8/31/2021
Bunga Hikmawati Mahasiswa Pakuan 12:29:13
191 Transform 8/31/2021
HELBERT MARPAUNG, S.H. Praktisi 12:29:31
192 Kejaksaan negeri | 8/31/2021
Fitria Astuti, SH, MH Lembaga kota bogor 12:30:00
193 . 8/31/2021
Dr.Muh.yusuf putra, SH,MH Praktisi Kejaksaan 12:30:28
194 Universitas
Trunojoyo 8/31/2021
Deni SB Yuherawan Akademisi Madura 12:31:02
195 UNIVERSITAS | 8/31/2021
ENI AGUSTINA Mahasiswa PAKUAN 12:31:45
196 | ERICK FILEMON SIBUEA, ESP Law Office 8/31/2021
SH.MH. Praktisi 12:31:48
197 Universitas 8/31/2021
FAUZI RACHMAN Mahasiswa Pakuan 12:31:49
198 PEMKAB 8/31/2021
SARLIN Mahasiswa BUTON UTARA | 12:32:09
199 Badan Pemeriksa | 8/31/2021
Valentina Dewanti Lembaga Keuangan 12:32:27
200 FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS
SYNTHIANA RACHMIE, S.H, PASUNDAN 8/31/2021
M.H Akademisi BANDUNG 12:32:39
201 Bapas Kelas Il 8/31/2021
Mirna Lisawati Lembaga Sintang 12:33:31
202 Universitas 8/31/2021
Selly Salimah Mahasiswa Pakuan 12:34:33
203 | SAVIRA DAMAYANTI UNIVERSITAS | 8/31/2021
APENDY Mahasiswa PAKUAN 12:35:20
204 Universitas 8/31/2021
Muhammad Rizky Wijayanto Mahasiswa Pakuan 12:35:21
205 Dinas Pendidikan
Kota Medan UPT
SD NEGERI 8/31/2021
Poloridawati Hutahaean, S.Pd. Lembaga 060930 Medan 12:35:32
206 | SUBAIDAH RATNA JUITA, FH Universitas 8/31/2021
S.H.,, M.H. Akademisi Semarang 12:35:44
207 Kejati Maluku 8/31/2021
Heri Yulianto, SH.,MH Praktisi 12:36:40
208 SANI (
SAHABAT
ADVOKAT
IRWAN HADIWINATA SH SpN NUSANTARA 8/31/2021
MH Praktisi INDONESIA) 12:37:02
209 . 8/31/2021
Rachmat Widodo SH Praktisi peradi 12:37:15




210 | MULIA AGUNG PRADIPTA, Kejaksaan RI 8/31/2021
S.H., M.H. Lembaga 12:38:18
211 Universitas 8/31/2021
Khefin prattamera subagja Mahasiswa Pakuan 12:38:31
212 Universitas 8/31/2021
Mahipal, SH.,MH. Akademisi Pakuan 12:38:49
213 Fakultas Hukum
Universitas 8/31/2021
Amelia Sarah Mahasiswa Pakuan 12:39:03
214 Fakultas Hukum
Universitas 8/31/2021
Kevyn Ananda Pratama Putra Mahasiswa Pakuan 12:39:06
215 KEJAKSAAN
NEGERI
BENGKULU 8/31/2021
Nauli Rahim Siregar Lembaga SELATAN 12:40:37
216 Wakil Ketua 8/31/2021
Djafar Ely, SH.MM Praktisi Umum HAPI 12:40:42
217 Fakultas Hukum
Dr. Yanti Amelia Lewerissa, SH. Universitas 8/31/2021
MH Akademisi Pattimura 12:41:05
218 Inspektorat
Kabuoaten Bario | 8/31/2021
Johanson Lembaga Utara 12:42:05
219 Umum 8/31/2021
Yumakarim Yamadagni Praktisi 12:42:12
220 8/31/2021
Mutia Raras Respati SH MH Akademisi FEB UNPAK 12:44:13
221 i 8/31/2021
JURIYAH, SH., MH, Lembaga Kejati Kalteng | 15.14.49
222 FH UBP 8/31/2021
Deny Guntara, SH. MH Akademisi Karawang 12:47:20
223 Fakultas Hukum
Universitas
Selamat Sri 8/31/2021
Sitta Saraya,S.H.,M.H Akademisi Kendal 12:47:57
224 Universitas 8/31/2021
Nurhaida Ritonga Mahasiswa Negeri Medan 12:51:03
225 Kejati Riau 8/31/2021
Oka Regina Silalahi,SH.,MH. Lembaga 12:52:19
226 DOKTOR ILMU
HUKUM
UNIVERSITAS
JAYABAYA 8/31/2021
MOHAMAD RIZKI, S.H., M.H. Mahasiswa JAKARTA 12:54:30
227 Unpak 8/31/2021
Dr.Asmak ul Hosnah, SH.MH. Akademisi 12:55:36
228 KEJAKSAAN 8/31/2021
ANGGORO A. WICAKSONO Praktisi AGUNG RI 12:57:16




229 Kejaksaan Negeri | 8/31/2021
RIS PIERE HANDOKO. SH Lembaga Samosir 12:57:51

230 Universitas 8/31/2021
Rika kurniasari Akademisi Pasundan 12:59:27

231 Universitas 8/31/2021
Maria Stefani Mahasiswa Pakuan 13:01:14

232 Universitas 8/31/2021
Heruwanto, S.Pi Akademisi Asahan 13:01:42

234 Universitas 8/31/2021
Oktefianus Gulo Mahasiswa Pakuan 13:03:35

235 Universitas 8/31/2021
Joko wibowo Akademisi Asahan 13:03:46

236 Unpak 8/31/2021
Rama Putra Mulyana Mahasiswa 13:05:21

237 FINNET 8/31/2021
Ricky Nurholish SH MH Lembaga INDONESIA 13:05:21

238 Universitas

Mahasaraswati 8/31/2021
Ni Putu Sri Rahayu Rismayani Mahasiswa Denpasar 13:05:28

239 8/31/2021
M. Nur Hamzah Praktisi BUMN 13:05:45

240 UNIVERSITAS | 8/31/2021
MUHAMMAD TAUFIK Mahasiswa PASUNDAN 13:06:08

241 PT INKA MULTI | 8/31/2021
EXIANDRI BAMBANG P Praktisi SOLUSI 13:06:38

242 Universitas 8/31/2021
| Kadek Rian Nugraha Mahasiswa Ngurah Rai 13:09:20

243 Sta PSDKP 8/31/2021
Sarjiyo Lembaga Pontianak 13:20:38

244 Inspektorat

NALANDA WULANDARI, S.Pi., Kabupaten Barito | 8/31/2021
M.Si. Lembaga Utara 13:32:06

245 8/31/2021
SONATA LUKMAN Praktisi KEJAKSAAN 13:49:33

246 Inspektorat 8/31/2021
Fahrizal Effendi, S.Hut Lembaga 14:04:56

247 Inspektorat Kab. | 8/31/2021
Elma Gita Krisnopa Lembaga Barito Utara 14:07:13

248 Universitas 8/31/2021
Dedi Nurdiyanto Mahasiswa selamat sri kendal | 14:15:11
249 9/1/2021
Desty Anggie Mustika 14:15:11
250 9/2/2021
Saharuddin Daming 14:15:11
251 | Dr. ANTHON RAHARUSUN, 9/3/2021
S.H.,M.H. 14:15:11
252 | Oki prasetiawan, SM 9/4/2021
14:15:11
253 | Elma Zuharmi, SH. 9/5/2021




14:15:11

254 9/6/2021
Zulkifli Henan 14:15:11

255 | Nurwahyudi 9/7/2021
14:15:11

256 9/8/2021
Imam Akbar Dinata, S.H., M.H. 14:15:11

FOTO FOTO WEBINAR SELASA 31 AGUSTUS 2021
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PUSAT UNGGULAN KEJAHATAAN EKONOMI DAN PENCUCIAN UANG
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PAKUAN

PENERAPAN SANKSI PIDANA  openingspecch
TERHADAP KORPORASI DALAM
RKUHP NASIONAL

SELASA Prof. Dr. Bibin Rubini , M.Pd. Prof. Dr. Edéy O.S Hiariej,
o 31 AGUSTUS 2021 (Rektor Universitas Pakuan) SH., MHum
’ 09.00-12.00 WIB (Wakil Menteri Hukum dan HAM Rl)

EEIC) Narasumber

gl'3

v{ ’

. Dr. Yenti Garnasih, S.H., M:H. Dr. Hendro Sasongko.,AK.,M.M.,CA. R. Narendra Jatna, S.H., M.H.
(Anggota Tim RKUHP/ Dekan FH (Dekan FEB Universitas Pakuan) (Jaksa Pada Kejaksaan Agung RI)
. - Universitas Pakuan)

CALL FOR BOOK CHAPTER
Menerima tulisan dalam format artikel populer, maks 10-20 halaman,
Moderator ukuran A4, 1,5 spasi. Topik bah P tema webi
Kejahatan Korporasi dan Tindak Pidana Ekonomi. tulisan dikirim ke official_unpak
Sapto Handoyo, S.H., MH. - email:roby graha@gmail.com, akan diterbitkan dalam buky  fhukum.unpakacid
g = Chapter. Pengumpulan artikel 26 -31 Agustus 2021 ot (O) Registrasi:
f (Dosen FH Umver‘sntas Pakuan) CP: Roby Satya Nugraha,SH.,MH (088211921727 ) =

//bitly/KejahatanEkonomidanTPPU
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9. Materi Narasumber
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1 DR, Yant! Gamaalh, SH, MH.
Tmp/Tgl Lahlr  : Sukabumd, 11 Jenuar! 1658
Narmat . A Porwira no. 3 Bogor
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¢ Peodidikan $1 = Univ. Pakuan (1983)
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R. Narendra Jatna, S.H., L.LM.

Dasar Pengaturan
TP Oleh Korporasi UU Existing

* UU Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang

* UU No. 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotek

* UUTPK No. 31 Tahun 1999 Mengakui tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi dan
korporasi dapat dibebankan tanggung jawab pidana, selain pertanggungjawaban oleh
pengurus.

* UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Mengakui tindak pidana korporasi namun seperti
halnya

* UU Apotek, pertanggungjawaban pidana tidak dibebankan pada korporasi akan tetapi pada
pengurus.

* UU Perikanan No. 31 Tahun 2004

* PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh
Korporasi

* UndangUndang Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak
Pidana Ekonomi

* UU Pencucian Uang Mengakui Korporasi sebagai Subjek dan sebagai pidana tambahan

* UU Anti Terorisme

* UU Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan terorisme
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